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ABSTRAK :  - Bahwa dalam rangka penetapan alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2011 
untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dialokasikan dalam Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman 
Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2011. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 
No.126, TLN No.5167), PP 48 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.91, TLN No.4864),  Keppres RI 56/P 
Tahun 2010, Permenkeu RI 84/PMK.07/2009, ermenkeu RI 126/PMK.07/2010. 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Tujuan utama dialokasikannya DID kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah 
untuk mendorong agar daerah berupaya untuk mengelola keuangannya dengan lebih 
baik yang ditunjukkan dengan perolehan opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan 
keuangan pemerintah daerah dan mendorong agar daerah berupaya untuk selalu 
menetapkan APBD secara tepat waktu. Alokasi DID Tahun Anggaran 2011 untuk daerah 
provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sebesar Rp1.387.800.000.000,00 (satu triliun 
tiga ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus juta rupiah). DID sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian dari pendapatan daerah dan dianggarkan 
dalam APBD Tahun Anggaran 2011 dan/atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011. 
Penggunaan DID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) digunakan untuk 
kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan yang dicantumkan 
dalam APBD dan/atau APBD Perubahan Tahun Anggaran 2011 yang menjadi 
kewenangan/urusan daerah. Penyaluran DID dilakukan dengan cara pemindahbukuan 
dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah secara sekaligus. 
Pengawasan atas pelaksanaan DID dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 28 Maret 2011. 

  - Lampiran halaman 1-3.  

 


